
 

 

 

 

 

 

SALINAN 

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2016 

TENTANG 

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA 

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR 

KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan mendukung 

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Palu yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu, dipandang 

perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal 

kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus 

Palu; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang 

Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5186); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang 

Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5783); 

9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang 

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 
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2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 120); 

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang 

Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan 

Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 

2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan-

Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 289); 

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha 

yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);  

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 

13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 dan 

tentang pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan 

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 dan tentang 

pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 108); 

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-

IND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang 

Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka 

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1911); 
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15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 

2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1934); 

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

40 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 

Komunikasi dan Informatika kepada Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1947); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1955); 

18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian 

Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan 

dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1970); 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-

DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang 

di Bidang Perdagangan dalam Rangka Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-

DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 

tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang 

Perdagangan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 155); 
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20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ 

PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha 

Budidaya Hortikultura (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 836); 

21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Bidang Agraria Tata Ruang dan 

Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2004); 

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian 

Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2053); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.011/ 

2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2042); 

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan 

Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1133); 

25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian 

Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di 

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam 

Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.1/MENHUT-II/2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.97/ MENHUT-II/2014 Tentang Pendelegasian 
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Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di 

Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam 

Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

141); 

26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang 

Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan 

dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 61); 

27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang 

Minyak dan Gas Bumi dalam Rangka Pelaksanaan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1135); 

28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang 

Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Rangka 

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada 

kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187); 

29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 03 Tahun 

2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi 

Penanaman  Modal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 22);  

30. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

Nomor SKEP/638/XII/2009 tentang Pendelegasian 

Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha Jasa 

Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan 
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Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

31. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/ 

KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang 

Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam 

Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal; 

32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala 

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala 

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 

90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 120); 

33. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, 

Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443); 

34.  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1617); 

35. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478); 

36. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479); 
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37. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN 

MODAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN 

IZIN USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA 

KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS 

PALU. 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya 

disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah 

Nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang 

penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. 

2. Kawasan Ekonomi Khusus Palu, yang selanjutnya 

disebut KEK Palu, adalah kawasan seluas 1.500 ha 

(seribu lima ratus hektar) yang terletak dalam wilayah 

Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Provinsi Sulawesi 

Tengah   yang   terletak   dalam  batas-batas  koordinat 

sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi 

Khusus Palu. 

3. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat 

provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam 

penyelenggaraan KEK. 

4. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu, yang 

selanjutnya disebut Administrator, adalah bagian dari 

Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna 

membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan 

KEK Palu. 
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5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam 

negeri maupun penanam modal asing, untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 

6. Siap Produksi adalah kondisi dimana minimal 80% 

mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan di 

bidang usaha industri telah terpasang di lokasi proyek. 

7. Siap Operasi adalah kondisi dimana perusahaan di 

bidang usaha selain industri telah menyiapkan seluruh 

sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan 

kegiatan usahanya. 

8. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai 

pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang 

menghasilkan barang atau jasa kecuali ditentukan lain 

oleh peraturan perundang-undangan sektoral. 

9. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib 

dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan 

kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang 

atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan 

sektoral. 

10. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib 

dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap 

perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

11. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin 

Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil 

penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan 

kegiatan produksi operasi untuk menghasilkan barang 

atau jasa. 

12. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 

Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, 

adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang    
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memiliki    kewenangan    Perizinan    dan   

Nonperizinan dengan pemerintah daerah.  

 

Pasal 2 

Kepala BKPM melimpahkan kewenangan penerbitan Izin 

Usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah kepada 

Kepala Administrator berdasarkan hak substitusi dalam 

rangka penanaman modal di KEK Palu. 

 

Pasal 3 

Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 terdiri atas pelayanan penerbitan Izin Usaha, 

Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha 

Penggabungan Perusahaan dan pencabutannya. 

 

Pasal 4 

(1)  Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 terdiri atas: 

a. Penanaman Modal yang didalamnya terdapat 

modal asing; 

b. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan 

Pemerintah berdasarkan peraturan perundangan-

undangan mengenai Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1): 

a. di bidang Perindustrian tidak mencakup izin usaha 

industri dan/atau izin perluasan beserta 

perubahannya untuk jenis industri sebagai berikut:  

1. industri minuman beralkohol; 

2. industri kertas berharga; 

3. industri senjata dan amunisi;  

4. industri yang mengolah dan menghasilkan 

Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan 

industri teknologi tinggi yang strategis; dan 
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5. industri yang merupakan prioritas tinggi pada 

skala nasional sesuai dengan Peraturan 

Menteri Perindustrian tentang industri 

prioritas tinggi; 

b. di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak 

mencakup izin prinsip penanaman modal Hulu 

Minyak dan Gas Bumi karena merupakan 

kewenangan Kementerian Teknis terkait; 

c. di bidang Perdagangan tidak mencakup Angka 

Pengenal Impor (API) dan Surat Izin Usaha 

Penjualan Langsung (SIUPL); dan 

d. tidak mencakup bidang Perbankan dan Jasa 

Keuangan Lainnya.  

 

Pasal 5 

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Administrator 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan 

Peraturan Kepala ini dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu KEK Palu sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.  

 

Pasal 6 

Ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka 

dengan persyaratan di bidang penanaman modal tidak 

berlaku, kecuali yang dicadangkan untuk usaha mikro, 

kecil, menengah dan koperasi. 

 

Pasal 7 

Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Administrator:  

a. melaporkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu di bidang Penanaman Modal  kepada Kepala 

BKPM setiap tahun paling lambat bulan Februari tahun 

berikutnya;  

b. harus memperhatikan:     
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1. Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang 

Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 

Penanaman Modal; 

2. Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM, 

antara lain: 

a) Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Sistem Pelayanan Informasi dan 

Perizinan Investasi Secara Elektronik dan 

perubahannya; 

b) Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 

tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip 

Penanaman Modal dan perubahannya; 

c) Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 

Nonperizinan Penanaman Modal dan 

perubahannya; dan  

d) Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal dan perubahannya; 

3. Peraturan dan ketentuan teknis yang ditetapkan 

oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah 

Nonkementerian dan peraturan perundang-

undangan daerah yang terkait; dan  

c. dapat berkonsultasi kepada BKPM dan instansi teknis 

lainnya. 

 

Pasal 8 

Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Perubahan, 

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan dan pencabutannya, 

yang diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu KEK 

Palu, ditembuskan kepada Kepala BKPM melalui Kepala 

Pusat Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal 

BKPM serta instansi teknis lainnya.  



- 13 - 
 

 

Pasal 9 

Perkembangan pelaksanaan penanaman modal di KEK Palu 

dan evaluasinya dilaporkan Kepala Administrator kepada 

Kepala BKPM melalui Kepala Pusat Pengolahan Data dan 

Informasi Penanaman Modal BKPM setiap akhir tahun 

kalender dan sudah disampaikan pada tanggal 15 (lima 

belas) Januari tahun berikutnya. 

 

Pasal 10 

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Kepala ini, Kepala BKPM dapat 

menempatkan pejabat perbantuan di Administrator KEK 

Palu.  

 

Pasal 11 

Dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan 

penanaman modal, BKPM dapat memproses Izin Usaha, Izin 

Usaha Perluasan, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha 

Penggabungan Perusahaan dan pencabutannya yang 

berlokasi di KEK Palu, paling lama 6 (enam) bulan sejak 

Peraturan Kepala ini ditetapkan. 

 

Pasal 12 

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Juni 2016  

 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

FRANKY SIBARANI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Juni 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA  

  

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 828  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Utama BKPM 
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, 

Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan 
 

 
 
 

Ariesta R. Puspasari 


